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RINGKASAN 

PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XII/2015 OLEH NOTARIS 

oleh: 

Berlianny Amalia, S.H.
1
 Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S. H., M. H.2 

Studi Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 109 Halaman 

Email : berlianny99@gmail.com 

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015, memberikan politik hukum baru, yakni perjanjian perkawinan yang 

awalnya hanya dapat dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement), 

sekarang dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Mahkamah Konstitusi 

memberikan penafsiran dimana pembuatan perjanjian perkawinan dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Sehingga 

persoalan kapan perjanjian dapat dilakukan bukan lagi menjadi masalah setelah 

dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 

Sebelum adanya putusan ini, semua notaris menolak untuk mengesahkan 

perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan, dan menolak untuk 

melakukan balik nama suatu aset jika tidak didasari oleh perjanjian perkawinan. 

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka menghadirkan kepastian 

hukum dan meniadakan keraguan diantara notaris daam hal pengesahan perjanjian 

perkawinan walaupun penghadap sudah berada dalam ikatan perkawinan. Namun 

meskipun begitu, muncul pertanyaan yakni bagaimana mekanisme pengesahan 

perjanjian perkawinan pasca perkawinan dilangsungkan. Penelitian ini meneliti 

mengenai pengaturan tentang pengesahan perjanjian perkawinan pasca keluarnya 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015; serta implikasi Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap kewenangan notaris 

dalam pengesahan perjanjian perkawinan. Metode penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sifat penelitian ini 

adalah preskriptif dengan tipe penelitian Theoritical Research. Sedangkan bahan 

hukum yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya: bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebelum lahirnya Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2015, pengaturan mengenai 

perjanjian perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, dimana perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum 

pernikahan dilakukan. Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
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69/PUU-XII/2015, perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum 

perkawinan namun juga dapat dibuat setelah berada dalam ikatan perkawinan. 

 

PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XII/2015 OLEH NOTARIS 

oleh: 

Berlianny Amalia, S.H.
3
 Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S. H., M. H.4 

Studi Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 109 Halaman 

ABSTRAK 

Kata Kunci: Kewenangan Notaris, Perjanjian Perkawinan, Putusan MK No. 

69/PUU-XIII/2015. 

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan politik hukum baru, yakni 

perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan. Bunyi Amar Putusan 

memberikan kepastian dan tanggungjawab kepada pegawai pencatatan 

perkawinan ataupun notaris untuk mengesahkan persetujuan bersama yakni 

perjanjian kawin setelah perkawinan dilangsungkan. Penelitian ini meneliti 

mengenai pengaturan tentang pengesahan perjanjian perkawinan pasca keluarnya 

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015; serta implikasi Putusan MK No. 69/PUU-

XIII/2015 terhadap kewenangan notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual. 

Sebelum Putusan MK Nomor 69/PUU-XXI/2015, perjanjian perkawinan diatur 

dalam UU No. 1 Tahun 1974, dimana perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat 

sebelum pernikahan dilakukan. Pasca lahirnya Putusan MK No. 69/PUU-

XII/2015, perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan 

namun juga dapat dibuat setelah perkawinan. Pengesahan perjanjian perkawinan 

selain dapat dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan, juga dapat dilakukan 

oleh notaris. Sehingga dengan adanya Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015, 

menambah kewenangan notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. 
Pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris dilakukan dengan menuangkan isi 

perjanjian antara suami dan istri ke dalam akta otentik. Kemudian para pihak 

wajib mendaftarkannya ke Kantor Catatan Sipil setempat untuk mendapatkan 

catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan. Sejauh ini tidak 

ada ketentuan yang mengatur mengenai sanksi jika notaris menolak mengesahkan 

perjanjian perkawinan karena alasan belum ada ketentuan yang mengaturnya 

sehingga notaris tidak mau mengambil risiko untuk mengesahkan perjanjian 

perkawinan setelah berada dalam ikatan perkawinan. Hal ini didasari dengan akta 

yang dibuat oleh notaris adalah bersifat otentik dimana dapat dijamin 

kebenarannya dan memiliki kekuatan untuk dijadikan sebagai alat bukti. 
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RATIFICATION OF MARITAL AGREEMENT AFTER THE DECISION OF 

THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 69/PUU-XII/2015 BY 

NOTARIES 

Berlianny Amalia, S.H.5 Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S. H., M. H.6 

Kenotariatan Studies, Lambung Mangkurat University, 109 Pages 

 

ABSTRACT 

 

Keywords: Notary Authority, Marriage Agreement, Constitutional Court 

Decision No. 69/PUU-XIII/2015. 

 

Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 provides new legal politics, 

namely that a marriage agreement can be made after marriage. The verdict gives 

certainty and responsibility to marriage registration officers or notaries to ratify 

collective agreements, namely marriage agreements after the marriage is held. 

This research examines the regulation of the ratification of marriage agreements 

after the issuance of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015; as 

well as the implications of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 

on the authority of notaries in the ratification of marriage agreements. The type of 

research used is normative, with a statutory approach and a conceptual 

approach. 

Prior to Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XXI/2015, marital 

agreements were regulated in Law No. 1 Year 1974, where marital agreements 

could only be made before the marriage took place. After the birth of 

Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XII/2015, a marriage agreement can 

not only be made before marriage but can also be made after marriage. The 

ratification of the marriage agreement can not only be done by the marriage 

registration officer, but also by a notary. So that with the Constitutional Court 

Decision No. 69/PUU-XII/2015, it adds to the authority of notaries to ratify 

marriage agreements. The ratification of a marriage agreement by a notary is 

carried out by pouring the contents of the agreement between husband and wife 

into an authentic deed. Then the parties are obliged to register it at the local Civil 

Registry Office to obtain a marriage contract. 
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